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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa:

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka tahun 2016 yang
tergolong dalam kategori sektor unggulan adalah Lain-Lain PAD Yang Sah, yang
tergolong dalam sektor berkembang adalah Retribusi Daerah, sedangkan yang
tergolong dalam kategori sektor terbelakang adalah Pajak Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pada tahun 2017 yang tergolong
sektor unggulan adalah Lain-Lain PAD Yang Sah sedangkan yang tergolong
dalam kategori sektor terbelakang adalah Pajak Daerah, retribusi daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pada tahun 2018 yang tergolong
dalam sektor potensial adalah Lain-Lain PAD Yang Sah, dan yang tergolong
dalam sektor berkembang adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pada tahun 2019 yang tergolong
dalam sektor unggulan adalah Lain-Lain PAD Yang Sah, yang tergolong dalam
kategori sektor berkembang adalah pajak daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan dan yang tergolong dalam sektor terbelakang adalah
Retribusi Daerah. Pada tahun 2020 yang tergolong sektor potensial adalah Lain-

Lain PAD Yang Sah, yang tergolong dalam sektor berkembang adalah Retribusi
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Daerah sedangkan yang tergolong sektor terbelakang Pajak Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah
dilaksanakan maka saran dari penulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Malaka untuk meningkatkan PAD menuju kemandirian daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib
Pajak (WP) dan Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru
terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah melalui kerjasama
dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak.

2. Meningkatkan optimalisasi penerimaan sesuai potensi Salah satu kunci untuk
mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data
pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan
di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah
berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data.

3. Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam
optimalisasi penerimaan daerah. Pengutan kelembagaan dapat dilakukan
melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan
daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

4. Ekstensifikasi paja yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat
Jendral Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan

objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok
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Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Yang melakukan pemeriksaan ini merupakan Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
Sedangkan intensifikasi pajak yaitu tahapan lanjutan, yang mana kegiatan
tersebut mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subjek serta
objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut diatas, diharapkan mampu
meningkatkan PAD Kabupaten Malaka sehingga ketergantungan daerah akan
dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang. Inovasi yang dilakukan oleh
Kabupaten Malaka dalam upaya peningkatan pendapatan daerah akan menjadi
salah satu kunci keberhasilan. Optimalisasi potensi yang ada di daerah diperlukan

untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka.
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